KABUPATEN NIAS

NOMOR : 100 SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka menjaga keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Nias;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai landasan penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21
ayat (4) Undang- Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
dan RKPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja  Perangkat  Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Nias;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom  Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara  (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
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13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan @ Rencana  Pembangunan
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

5



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembar Negera Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;



24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah  Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017  tentang Tata  Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD RPJMD, serta Tatacara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 550);



30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja  Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2
Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 13
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN

NIAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

nalli e

Daerah adalah Kabupaten Nias.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Nias.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah adalah unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Aparat  Pengawas Internal  Pemerintah  yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah
Kabupaten Nias.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Pemerintah Tahunan
Daerah yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



10.

11.

12.

13.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan kepala daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah Rencana
Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran Perangkat Daerah.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati Nias.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BAB II
PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020

Pasal 2

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2016 -
2021.
RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat :
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1

(satu) tahun.

Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati Nias ini.

Peraturan Bupati Nias tentang RKPD Kabupaten Nias

Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dijadikan sebagai :

a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Nias;

b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
APBD dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten
Nias.

BAB III

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Pasal 3
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode satu tahun yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif
kegiatan.
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(2) Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati
Nias tentang RKPD Tahun 2020 ditetapkan.

(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun
2020, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias,
sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran
2020 yang dimulai tanggal 1 Januari 2020 dan
berakhir tanggal 31 Desember 2020.

(4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

Pendahuluan;

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

Penutup.

°po TP

Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias
memverifikasi kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat
Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2020.

Pasal 5
Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 23 Desember 2019

AN Ko
52 TARIS AIERAH KABUPATEN NIAS,

2
! 8 2FANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2019 NOMOR : 100 SERI: E
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